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PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I
SURABAYA

SALINAN
Bo. 1/B; 16-3-15.6

PERLTURAN DAERAH KOTRMADYA DAERRH TINGKAT IT SURABAYA
NOMOR 10 TRHUN 198BS
TENTANG
PERUBAHEN KEDUZA PERATURAN DAFRAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURRBAYZ. NOMOR 19 TRFUN 1977 TENTAMG RETRIBUSI
PELAYANEN KESEHATAN OLEH PUSMT KESEHRNTAN MASYAREKAT
KOTRMADYR DAERAH TINGKAT IXI SURABAYA

DENGEM RAHMAT TUHAMN YANG MDHA ESA,
VALIKCTAMADYE KFPALZA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa kesehatan adalah merupekan salah satu modal pokok da
lam rangka pertumtuhan dan kehidupan masyarakat dan oleh
sekbab ifu perlu adanya peningkatan pelayanan dalam bidang

pemelikaraan kesehatan :

b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
dalam bidang pemeliharaan kesehatar yang sesuai dengan per
kembangan sosial ekonomi, dipandang perlu untuk menunjau
kembali Feraturan Daerah ' Kotamadya Daerah Tingkat II Sura
baya Nomor 12 tahun 1977 dencan menuangkan ketentuan per

ubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Peme
rintahan 4i Daerah ;

2. Undang undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Dae
rah Kota Besar dalarm lingkungan Propinai Jawa Timur / Java
Tengah/Jawa Barat dan Paerah Istimewa Yogyakarta juncte Un
dang undang Nomor 2 tahun 1965 ;

3. Undang undang ¥omor 12 Drt. tahun 1957 tentang  Peraturan
Unum Retribusi Daerah juncto Undang undang MNemor 1 tahun-
1961 ;

4. Undang undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok pokok Kese
batan ;



5. Peraturan Pemerintah Nemor 7 tahun 1987 tentang Penyerah
an Sebavian Urusan Pemerintah Pusat dalam Bidang Kesehat

an kepada Daerah ;

6. Peraturen Menteri Dalam Megeri MNoror 8 talun 1983, ten
tang Bentuk Peraturan Daerah Perubaban ;

7. Keputusan Bersama Menteri Kesechatan dan Menteri Dalam Ne
684 a/Menkes/SEB/1X/1987
~ 87 tahun 1587
laksapaan Puncutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;

ageri Nomor

tentang Pedoman Pe

8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Ne
A 153 /Menkes/SKB/TI/1588 \
o —— —_
geri lNemorx 1T tihun 1566 tentang Pola Tarip Pe

layanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Fawat Jalan Lan

jutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Pe

serta Perum Husada Bhakti :

W

¥eputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur No
mor 129 tahun 198¢ tentang fedoman Penggunaan  Potongan

Langsung Petribusi Pelayanan Kesehatan basar :

7

10. Peraturan Daerah ¥otamadya DNaerah Tingkat II Surabaya No
mer 19 tahun 1977 tentang Retribusi Pelayancn Xeschatan
oleh Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Suraba
ya jo. Peraturan Daerzh ¥otamadya Daerah Tingkat II Sura
baya Nomor 5 tahun 1982 tentang Perubahan Partama Pera-
turan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya HNcmor
19 tahun 1577 tentang Retribusi Pelayanan Kegehatan oleh

Diras Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat ¥II Surabaya.

Cengan Fersetujuan Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IT

Surabaya,

¥enetapkan

.
+

MEMUTUOSKAN

PERRTURAN DRERFH KOTRMIDYA DINERRE TINGKAT II SURABAYR  TEN
TANG FPERUBARLIT ¥EDUN PERATURAN DAERMH KOTAMADYZL DAERAE TING
KT IXI SURABMNY.. MOMOR 1% TAKUN 1977 TENTANG RETRIBUSI FPELA
YANAN KESEHATAN PUSAT XESEHMATEN MISYLRIKAT YOTAMADYA DRERLE
TINGKAT II SUPRBLYL.

Pasal T

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomoxr
19 tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh -



Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang di
sahkan dengan Surat Xeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat-
I Jawa Tirur tanggal 23 Mei 1978 Momor HX/268/1578 dan diun -
dangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Su
rzbaya tanggal 2% Juni 1978 Seri B Nomor € dan telah  diubah
pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting
kat II Surakaya Nomor 5 talun 1982 tanggal 8 Pebruari 1982 -~
yang disakkar dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timuar tanggal 13 Mei 1982 Nomor 254/ tahun 1982 dan
diurdangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surzbaya tahun 1982 Seri B tanggal 22 Juni 1982 Nomor 5/B dan
diubah laci sebagzi berikut :

A. Pasal 1 huruf d,c dan £ diubazh kemudian ditambah huruf g,h,
i,3:k,1 dan m (baru) dan harus dibaca sebagai berikut :

d. Felayanan Kesehatan, adalah pelayanan keschatan dalam -
bentuk rawat jalan kepadar masyarakat yang dilaksanakan

oleh sarana pelayanan kesehatan dasar ;

e. Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Keschatan Daerah -

Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

f. Retribusi Pelavanan ¥eschatan, adalah beaya yang Jdipu-
nqut oleh Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan obat -

obatan, pemeriksaan laboratorium dan medik ;

g. Pusat Keschatan Masyarakat selanjutnyz disebut Puskes -
mas, adalah Pusat Yesehatan Masvarakat yang merupakan -
Unit Pelayanan Kesehatan fungsional medik dan dikelola
oleh Pemerintah Daerah yorg moizeriksn pelayarnn secara

menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat ;

h. DPuskesmas Tembantu, adalah Unit Pelayznan Kesehatan -
yang memberikan pelaycnan untuk menunjang pelayanan ke-

sehatan yang dilaksanakan Puskesmas ;

i. puskesmas Keliling, adalah Pelavanan yang bersifat mo-
bil untuk memberikan pelayanan kesehatan kedada masyara
kat :

j. Ambulance, adaleh kendaraan bermotor yang dikuasai oleh
Pemerintah Daerah vang dipergunakan untuk mengangkut -
ocrang sakit :



k. Mobil Jenasah. adalah kendaraan bermotor yang dikuasai -
oleh Pemerintah Daerah yvang dipergunakan untuk mengangkut

jenasah ;

1. Balai Kesehatan Ibu dan 2nak selanjutnya disebut BKIA,ada
lah Balai Keschatan Ibu dan Znak yang dikuasai oleh Peme
rintah Daerah ;

m. Balai Pengobatan selanjutnya disebut BP, adalah Balai -
Pengcbatan yang dikuasai oleh Pemerintah Caerah ;

B. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

D.

(1) Retribusi pelayanan keschatan setiap orang untuk setiap-
kali kunjungan yang meliputi jasa pelayanan, obat obatan
pemeriksaan laboratorium dan medik, 4i Puskesmas, Puskes
mas Pembantu dan Puskesmas Keliling ditetapkan  sebesar
Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;

(2) Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas -
Pembantu dan Puskesmas Kelilino bagi peserta Perum Husa-~
da Bhakti (FFR) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Pasal 12 ayat (2) dihapus, ayat ayat laimmya (1), (3) dan -
(4) diubah menjadi ayat (1), (2) dan (3) serta harus dibaca -
sebagai berikut :

(1) Retribusi pertolongan persalinan di Puskesmas ditetapkan
sebesar Rp. 5.C00,00 (lima ribu rupiah) ;

(2) Retribusi perawatan persalinan di Puskesmas adalah :
a. untuk perawatan Ibu, sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua
ratus lima puluh rupiah) per hari ;
b. untuk pwrawatan Bayi, sebesar Rp. 625,00 (enam ratus

dua puluh lima rupiah) por hari

(3) Retribusi Pertolorgan persalinan di luar Puskesmas oleh
Bidan Puskesmas pada pagi dan jam kerja ditetapkan, sebe
sar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 13 dihapus.

B. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

{1) Retribusi untuk pemakaian mobil ambulance ditetapkan se-
agai berikut -



a. pemakaian dalam kota (di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
I1 Surabayz) setiap kali pemaknian, sebesar Rp. 5.000,00-
{lima ribu rupiah) ;

b. untuk pemakaian ke luar kota, selesar Rp. 300,00 (tiga ra
tus rupiah} setiap km pada 5 km pertama dan selebihnya -
Rp. 25C, 00 ‘dua ratus lima puluh rupiah} sétizp kin,dengan
ketentuan serandah rendahnya ditetapkan sebesar Ro.5.000,00
{lima riku rupiah)

{2} Retribusi untuk pemakaian mobil jenasah ditetapkan sebagail -
berikut :
a, untuk pemakaian dalam kota (di Wilayah Kotamadya Daerah -
Tingkat II Surabaya) setiap kami pemakaian, sebesar .....
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

b, untuk pemakaian ke luar kota, sebesar Bp. 500,00 (lima ra
tus rupiah) setiap km; pada 5 km pertama dan selebihnya -
Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) setiap km dengan ketentu-
an serendah rendahnya, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu ru

piah).

F. Sesudah pasal 15 ditambah satu BAB (baru) yvajitu BAB VIa yang ter
@iri dari pasal 154, 15B, 15C (baru) dan harus dibaca sebagai -
berikut :

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 15n

Kepada setiap pernderita yang memperoleh npelayanan atau pemeliha-
razn kesehatan sesuai dencan ketentuan reratuvan Daerah ini,jika
diperlukan dapat diberikan obat yang tidak tersedia pada Unit Pe
lavanan Kesehatan Femerintah Daerah, dengan resep dokter.

Fasal 15B
(1) Pemberian cairan infus dan transfusi kepada penderita di Pus
kesmas, beaya pengadaannya dibebankan kepada penderita ;

(2) Ketentuan pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap pem
berian cairan infus dan transfusi yang dilaksanakan oleh Pu-
sat Rehedrasi yang ada dalam pembinaan Pemerintab Daerah.



Pasal 15C

(1) Hasil retribusi dimaksud dalam pasal 11 dan 12 Peraturan -
Daerah ini ditentukan sebagai berikut :

a. 75% (tujuh puluh lima perseratus) disetor ke Kas Pemerin
tah Daerah :

b. 25% (dua pulch lima perseratus) untuk keperluan kegiatan

operasional Puskesmas.

(2) Pengaturan lekih lanjut tentang pengyunaan dan tata cara -
pertanggungjawaban beaya operasional akan diatur dengan FKe
putusan Kepala Daerah,

G. Pasal 16 diubah dan harus dibaca :
Eal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, se
panjang mengenai pelaksanaannya .zkan diatur lebih lanjut dalam
Keputusan Kepala Daerah.

Pasal Iir

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Rgar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pe-
noundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lem
baran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1I Surabaya.

Surabaya, 3 Oktober 1989

DEVAN PERWEKILAN RZAKYMRT DAERAH WALIKOTAMEDYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAEPRH TINGKET II SURABAYR TINGKAT II SURABAYA
Ketua,
£td ttd
SCENJOTO, Bh dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Ja-
wa Timur tanggal 22 Jamari 1990 Namor 38/P tahun 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALZ DRAERARH TINGKAT I
JAMR TIMUR
Asisten I Sekretaris ¥Wilayah/Daerah

(Bidang Pemerintahan)
tta.

Drs. SCEDJITO
Nip.0l10016467



Diundangkan dalem Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
furabaya tahun 1990 Seri B tanggal 16 Maret 1990 Nomor 1.

A.n. YALIKOTAMADYZ KEPALA DRERAH
TINGKRT IY SURRBAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SOENARJO
Nip. 510040479

E';a}:linag sesuai dengan aslinya
- sekrgtaris Kotamadya/Daerah

F
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I.

II.

PENJELRSAN

ATAS
PERPATURAN DNER.P KOTAMADY?. DAERAH TINGKAT II SURABLYR
NOHMOR 10 TRHUN 1989
TENTIANG

PERIJBAHLN KEDUIN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TDX:KIT ITI SURRBAYR NOMOR 19 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATIN OLEE PUSAT FESEHNTAN MASYARIKAT
KOTRMADYZ? DAERRHN TINGKAT II SURABRYD

FENJELZ STN UM :

Dalam rangka rieningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di
perlukan pembeayzan yang tidak kecil jumlahnya. Oleh karena itu guna men-
dukung hnggaran Belanja yeng disediakan Pemerintah Daerah diperlukan par
tisipasi masyarakat, antara lain dari warga kota yang mengounakan fasili
tas pelayanar kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keli
ling dilingicingan Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Sura
baya.

Dalam Feraturan Daerah ini ditetapkan ketentuan ketentuan mengenai
retribusi pelayaran kesehatan. pertelongan atau perawatan persalinan di

Puskesmas, Puskesmas Pembantu vang dilakukan terhadap :

1. Masyarakat Umum atzs dasar Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kese-
684 a/Menkes/SKB/IX/1987
87 tahun 1987
Fedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;

hatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor tentahg

2. Peserta Perum Husada Bhakti vaitu Pegawai Negeri, Fenerima Pensiun Pe-
gawni Megeri/"BFI heserta keluarganya yang berhak memurut peraturan /

rerundarg undangan varg berlaku, atas dasar Surat Feputusan Bersama -
153 /Menkes/SKB/I1/1938
71T tahun 198E
tertang Fola Tarip Pawat Jalan tingkat pertama dan Rawat Jalan Lanjutan

tenteri Kesehatan 4an Menteri Dalam Yegeri Momor

pada Fuskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta Feruma Husada

Bhakti,

bengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketetapan pasal 11,
12 dan 13 tersebut dalam Feraturan Daerah Kotamadyz Daerah Tingkat IT Su
rabaya Namor 1% tehun 1977 tidak kerlaku lagi.

PENJELASAYE IASAL DEMI PASPL

Pasal Iz huruf @ - m
B ayat (2)

o%

cukup jelas ;

Retribusi pelavanzn kesehatan di Puskesmas,
Fuskesmas Pembantu bagi peserta Perum Husada
Bhakti dengan cara rerhitungan perbayaran /



pembeayaan berdasarkan banyaknya jumlah Kar
tu Tanda Pengenzl (KTP) peserta Peruma Husa

da Bhakti.
E Fasal 14 ayat (1) : cukup jelas ;
sub a dan b : Pengenaan retrilusi ditetapkan sejak pengang -

kutan penderita dari rumah ke rumah sakit -
atau sebaliknya.
F Pasal 15 ayat (2) : cukup jelas ;

F Fasal 15n Resep dokter diberikan cuma cuma karena re-

.

tribusinya termasuk beaya pelayanan kesehat
an oleh Unit Pelayanan Kesehatan milik Peme
rintah Daerah.

"Fasal 158 : Rehedrasi adalah pertolongan pada penderita
untuk mengembalikan cairan tubuh yang biasa
nya penyakit muntaber karena penderite keku
rangan cairan dalam rangka penyembuhan.

 rasal 15€ . Hasil retribusi yang dimaksud dalam pasal 14

disetorkan ke Kas Daerah karena tidak terma
suk pelavanan kesehatan dasar sebagaimana ~
dimaksud Surat Keputusan Bersama Menteri Ke

éehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor *
684a/Menkes/SKBAIX /1987

- 87 tatun 1987 tentang Pedoman Pelak
sanaan rungutan Retribusi Pelayanan Kesehat~

an Dasar. )
Pasal 1 sub ¢ juncto Keputusan Gubermir Ke-
pala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 129
tahun 1982 tentang Pedeman Feiggunaan Potong
an Langsung retribusi Pelayanan Kesehatan -
Dasar Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 sub a -
dan b. ' ’

Pasal 1II s cukup jelas.




